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Abstract:

This study aims to analyze the direction of judicial reform in Indonesia by reviewing the balance between the principles of
Justice, certainty, and legal expediency. The research method used is normative juridical approach with descriptive-qualitative
analysis of various laws and regulations, jurisprudence documents, as well as the study of relevant academic literature. The
results show that judicial reform in Indonesia still faces a dilemma in balancing the three principles of law. While
institutional and procedural reform efforts have been made, the substance of the law and the role of judges as the main actors
of justice often still rests on a positivistic paradigm that promotes certainty. The conclusion of the study emphasizes the
importance of a more holistic direction of reform, which rests not only on the legalistic aspect, but also takes into acconnt the

sociological and philosophical aspects of law.
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Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah reformasi peradilan di Indonesia dengan mengkayi keseimbangan antara
prinsip Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis
normatif dengan analisis deskriptif-knalitatif terbadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen yurisprudenst,
serta kajian literatur akademifk_yang relevan. Hasil penelitian menunjukan babwa reformasi peradilan di Indonesia masib
menghadapi dilema dalam menyeimbangkan ketiga prinsip bukum tersebut. Sementara npaya reformasi kelembagaan dan
prosedural telah dilakukan, substansi undang-undang dan peran hakim sebagai pelaku untama peradilan seringkali masih
bertumpn pada paradigma positivistik yang mengedepankan kepastian. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan
pentingnya aral reformasi yang lebib holistik, yang tidak hanya bertumpu pada aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan
aspek. sosiologis dan filosofis hukum.
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PENDAHULUAN

Reformasi peradilan di Indonesia merupakan bagian integral dari gerakan reformasi
nasional yang dimulai pada tahun 1998, menyusul runtuhnya rezim otoriter Orde Baru (Priadi, E.,
& Nasution, 2022). Sejak saat itu, ekspektasi masyarakat terhadap terciptanya sistem peradilan
yang adil, transparan, dan akuntabel semakin tinggi (Daeng et al, 2024). Berbagai inisiatif
reformasi telah dilakukan, mulai dari revisi regulasi, restrukturisasi lembaga, hingga peningkatan
kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Namun, harapan akan hadirnya sistem
hukum yang ideal masih belum sepenuhnya tercapai. Secara umum, reformasi peradilan di
Indonesia kerap berfokus pada aspek struktural dan kelembagaan (Runtunuwu et al., 2024),
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seperti penguatan Mahkamah Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pendirian Komisi
Yudisial. Sementara itu, reformasi substansial yang menyentuh aspek nilai-nilai keadilan hukum
dan integritas penegak hukum berjalan lebih lambat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara
perubahan formal dan realitas hukum yang dihadapi masyarakat di lapangan (Ansori, 2018).

Dalam konteks hukum, terdapat tiga prinsip utama yang selalu menjadi tolok ukur dalam
menilai kualitas suatu sistem peradilan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum
(Sari, 2014). Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan sering kali saling bertentangan
dalam penerapannya. Misalnya, suatu putusan yang berpegang teguh pada aturan hukum bisa jadi
menghasilkan kepastian (Fitri, 2011), tetapi mengabaikan rasa keadilan substantif. Ketegangan
antara ketiga prinsip hukum ini menimbulkan perdebatan panjang dalam teori dan praktik
hukum. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menjaga stabilitas hukum melalui kepastian; di sisi lain,
masyarakat menuntut agar hukum dapat memberikan manfaat yang nyata dan sesuai dengan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakseimbangan dalam mengelola prinsip-prinsip ini
dapat menyebabkan krisis legitimasi terhadap sistem peradilan.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas reformasi peradilan dalam kerangka
sektoral atau fokus pada satu aspek tertentu. Misalnya, studi oleh Santoso, (2019) menitikberatkan
pada peningkatan transparansi dalam sistem peradilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan
good governance. Beberapa studi juga membahas hubungan antara keadilan dan kepastian
hukum, tetapi sering kali menempatkannya sebagai dikotomi yang sulit dipertemukan. Pendekatan
semacam ini berisiko mengabaikan keterkaitan ketiganya secara sistemik.

Distingsi utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang integratif dan reflektif,
dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai satu kesatuan
yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian ini tidak menempatkan ketiga prinsip tersebut dalam posisi
saling berlawanan, tetapi mencoba memahami dinamika interaksinya dalam praktik peradilan
Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan
holistik dalam menilai arah reformasi peradilan.

Selain itu, novelty dari penelitian ini tetletak pada upaya merumuskan arah reformasi
peradilan yang berbasis pada harmonisasi prinsip hukum, bukan semata-mata pada perubahan
institusional. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana ketiga prinsip tersebut diwujudkan dalam
putusan-putusan pengadilan dan kebijakan peradilan, serta menawarkan alternatif pendekatan
reformasi yang lebih berorientasi pada nilai dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengambil
pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap praktik yudisial, regulasi, dan wacana
akademik, penelitian ini tidak hanya memberikan evaluasi terhadap kondisi reformasi peradilan
saat ini, tetapi juga menawarkan arah strategis untuk reformasi ke depan. Ini menjadi penting di
tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap hadirnya peradilan yang tidak hanya legalistik,
tetapi juga humanistik.

Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dalam menilai
kinerja lembaga peradilan (Taruna, 2012). Ketidakpuasan terhadap hasil putusan, dugaan korupsi
di lingkungan peradilan, serta lambannya penanganan perkara memperkuat urgensi reformasi
yang lebih menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menjawab
pertanyaan mendasar: ke arah mana seharusnya reformasi peradilan Indonesia diarahkan agar
lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif?

Akhirnya, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus
reformasi hukum, sekaligus memberi masukan praktis bagi para pembuat kebijakan dan aktor
peradilan. Reformasi yang berkelanjutan dan berbasis nilai akan lebih mungkin membawa sistem
hukum Indonesia menuju cita-cita negara hukum yang berkeadilan sosial sebagaimana
diamanatkan dalam Konstitusi.

METODOLOGI PENELITIAN
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis arah
reformasi peradilan di Indonesia, dengan fokus utama pada hubungan antara tiga prinsip dasar
hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Zaini, 2011). Pendekatan ini
dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji aturan hukum yang berlaku
serta praktik yudisial yang diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai pendekatan
utama, yuridis normatif memungkinkan penulis untuk menelaah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan topik yang dibahas. Proses
penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang mendalam terhadap berbagai sumber hukum
tertulis, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-
undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, serta regulasi terkait peradilan. Selain itu,
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan reformasi peradilan, seperti laporan Komisi Yudisial,
Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, juga dijadikan bahan referensi.
Penelitian ini juga mencakup tinjauan terhadap jurnal ilmiah, buku, artikel, serta dokumen-
dokumen akademik yang membahas teori dan praktik reformasi peradilan dalam konteks hukum
Indonesia. Sebagai data utama, penelitian ini mengumpulkan putusan pengadilan yang
mencerminkan upaya penerapan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam
praktik. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana ketiga
prinsip ini diterapkan secara bersamaan dalam menghadapi berbagai kasus. Fokus utama dalam
analisis adalah bagaimana hakim menginterpretasikan norma hukum dan bagaimana mereka
memutuskan perkara yang mengandung unsur ketiga prinsip tersebut. Metode analisis kualitatif
digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk menggali
pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika yang terjadi antara prinsip keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan hukum. Analisis ini dilakukan secara deskriptif, dimana setiap data yang
diperoleh akan dijelaskan secara rinci untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam praktik
peradilan di Indonesia.

Dalam mengkaji hasil-hasil tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan
komparatif dengan membandingkan sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan di
negara-negara yang sudah lebih maju dalam hal reformasi peradilan. Hal ini dilakukan untuk
menemukan novelty atau kebaruan dalam upaya reformasi hukum yang dapat diterapkan di
Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teori, tetapi juga pada
aplikasi dan implementasi nyata di lapangan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas
penelitian, data yang diperoleh diperiksa dan dianalisis melalui triangulasi sumber dan triangulasi
metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan dan
informasi yang ada dari berbagai sumber yang relevan, sedangkan triangulasi metode dilakukan
dengan menggabungkan analisis hukum dengan analisis sosial mengenai pengaruh perubahan
kebijakan terhadap masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang lebih objektif dan akurat mengenai arah reformasi peradilan
Indonesia.

PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia
adalah prinsip keadilan (Andra Triyudiana, 2023). Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering
kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun individu. Dalam
banyak kasus, keadilan sering kali dipertentangkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang dianggap tidak sepenuhnya
mencerminkan keadilan bagi pihak yang kalah, meskipun sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus sengketa tanah dan hak waris, meskipun pengadilan
memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, keputusan tersebut tidak selalu

77

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2023



E-ISSN : 2988-7658 YUDHISTIRA : Jurnal Yutisprudensi, Hukum dan Peradilan

diterima dengan baik oleh masyarakat yang merasa haknya tidak sepenuhnya diperhatikan. Banyak
pihak berpendapat bahwa meskipun keputusan tersebut sah secara hukum, keadilan substansial
tidak tercapai karena kurangnya perhatian terhadap konteks sosial dan budaya yang ada. Dalam
hal ini, pengadilan diharapkan dapat mempertimbangkan lebih jauh aspek kemanusiaan dalam
setiap putusan yang dijatuhkan. Namun, ada pula sejumlah putusan yang dianggap sudah
mencerminkan prinsip keadilan yang sejati. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan hak-
hak minoritas atau kelompok rentan, beberapa pengadilan telah mengambil langkah-langkah
progresif untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sisi hukum normatif, tetapi
juga dari perspektif moral dan etika. Putusan-putusan semacam ini menunjukkan adanya
komitmen dari lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan yang lebih substantif.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghalangi penerapan
prinsip keadilan secara maksimal dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satunya adalah
keberadaan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap keadilan.
Banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses lembaga peradilan karena keterbatasan biaya,
pengetahuan hukum, atau bahkan ketidakpastian dalam proses peradilan itu sendiri. Oleh karena
itu, perlu adanya kebijakan yang mengatasi ketimpangan ini untuk memastikan keadilan dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, beberapa putusan pengadilan juga
menunjukkan bahwa terkadang hakim terjebak pada formalitas hukum yang mengabaikan aspek
keadilan substantif. Misalnya, dalam beberapa kasus perdata, meskipun pihak yang kalah memiliki
alasan yang cukup kuat secara moral, hukum tetap memutuskan berdasarkan ketentuan hukum
yang kaku tanpa memperhatikan kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara tersebut. Ini
menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam praktik hukum Indonesia masih
memerlukan perbaikan.

Lebih jauh lagi, keberadaan teori hukum progresif dapat menjadi solusi untuk mendekatkan
putusan pengadilan pada keadilan yang lebih substantif. Teori ini menekankan pentingnya
mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, tanpa terjebak hanya
pada aturan yang bersifat tekstual. Penggunaan teori hukum progresif dalam praktik peradilan
Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas keadilan dalam sistem
hukum.

Namun, penerapan teori hukum progresif ini tentu saja membutuhkan waktu dan kesiapan
dari para aparat penegak hukum untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma hukum. Selain
itu, pendekatan ini juga memerlukan dukungan dari masyarakat luas agar nilai-nilai keadilan dapat
diterima dan diterapkan dalam setiap putusan pengadilan. Dengan demikian, meskipun tantangan
masih ada, ada peluang besar untuk mewujudkan keadilan yang lebih holistik dalam sistem
peradilan Indonesia. Pada akhirnya, penting untuk memahami bahwa keadilan bukan hanya
tentang mematuhi teks hukum, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan yang adil antara
norma hukum, nilai-nilai sosial, dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran hakim sebagai
aktor utama dalam proses peradilan sangat menentukan sejauh mana prinsip keadilan ini bisa
ditegakkan secara efektif.

Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan di Indonesia

Kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem peradilan, karena
tanpa adanya kepastian, masyarakat akan kesulitan dalam mengakses hak-hak mereka secara
hukum. Dalam konteks peradilan di Indonesia, kepastian hukum sering kali menjadi sorotan
utama karena adanya ketidakjelasan dalam interpretasi hukum dan inkonsistensi dalam putusan
pengadilan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah ketidakselarasan
antara peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan
bahwa meskipun peraturan hukum telah jelas diatur, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan
ketentuan yang tertulis. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak pekerja atau
konsumen, meskipun ada undang-undang yang melindungi mereka, praktik pengadilan sering kali
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menunjukkan keputusan yang bertentangan dengan semangat perlindungan tersebut. Hal ini
menciptakan keraguan dalam masyarakat mengenai apakah mereka dapat benar-benar
mengandalkan hukum untuk mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.

Selain itu, dalam banyak kasus, ketidakpastian dalam keputusan pengadilan juga disebabkan
oleh perbedaan interpretasi antara hakim dalam mengaplikasikan norma hukum. Terkadang,
meskipun ada preseden atau putusan sebelumnya yang jelas, hakim masih dapat menghasilkan
putusan yang berbeda dengan alasan yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan secara
rasional. Ketidakpastian semacam ini menciptakan persepsi bahwa hukum di Indonesia tidak
konsisten, yang pada gilirannya melemahkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem peradilan.

Namun, beberapa langkah telah dilakukan untuk memperbaiki kepastian hukum di
Indonesia, salah satunya adalah dengan memperkuat peran Mahkamah Agung dalam memberikan
petunjuk dan pedoman bagi pengadilan tingkat bawah. Mahkamah Agung juga telah
mengeluarkan beberapa keputusan penting yang dijadikan pedoman untuk memastikan
keseragaman dalam penerapan hukum. Meski demikian, tantangan terbesar tetap ada pada
implementasi kebijakan tersebut di lapangan, di mana setiap pengadilan masih memiliki otonomi
dalam menafsirkan hukum sesuai dengan konteksnya. Untuk itu, peningkatan kapasitas hakim
dalam hal pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum dan pembaruan peraturan yang lebih jelas
dan sistematis menjadi salah satu kunci untuk mencapai kepastian hukum. Mengingat pentingnya
kepastian hukum dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat, sistem peradilan
harus berupaya untuk terus memperbaiki kualitas keputusan yang dikeluarkan, agar masyarakat
dapat merasakan manfaat dari sistem hukum yang ada. Salah satu pendekatan yang dapat
dilakukan adalah dengan mengimplementasikan teknologi digital dalam proses peradilan, seperti
penggunaan sistem informasi manajemen perkara yang lebih transparan dan mudah diakses oleh
publik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami proses hukum yang sedang
berlangsung, dan merasa lebih yakin dengan keputusan yang diambil oleh pengadilan. Kepastian
hukum dalam konteks ini bukan hanya terkait dengan keputusan pengadilan, tetapi juga dengan
transparansi proses hukum itu sendiri.

Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan dalam kebijakan hukum dan sistem peradilan
yang ada memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat tercermin secara nyata. Oleh karena
itu, meskipun ada upaya untuk menciptakan kepastian hukum, butuh kesabaran dan konsistensi
dalam menerapkan prinsip tersebut di seluruh lini sistem peradilan. Hanya dengan komitmen kuat
dari berbagai pihak, kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia dapat terwujud.
Pada akhirnya, kepastian hukum tidak hanya dapat dicapai melalui perubahan regulasi semata,
tetapi juga dengan memperkuat integritas, kapasitas, dan independensi hakim dalam menjalankan
tugasnya. Dalam konteks ini, reformasi peradilan Indonesia harus mencakup aspek struktural dan
substantif untuk memastikan tercapainya prinsip kepastian hukum secara efektif.

Kemanfaatan Hukum dalam Masyarakat Indonesia

Kemanfaatan hukum adalah prinsip yang sering kali dilupakan dalam proses peradilan,
padahal keberadaan hukum harusnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam
konteks peradilan Indonesia, kemanfaatan hukum harus tercermin dalam keputusan pengadilan
yang tidak hanya memenuhi norma hukum (Frisandia, 2024), tetapi juga memberikan dampak
positif bagi kehidupan masyarakat secara luas. Namun, dalam banyak kasus, keputusan yang
diambil oleh pengadilan tidak selalu mencerminkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun keputusan pengadilan sudah sesuai dengan
hukum, dampaknya terhadap masyarakat tidak selalu positif. Misalnya, dalam perkara pidana,
banyak sekali pelaku yang dihukum penjara tanpa memperhatikan kemungkinan untuk reintegrasi
sosial mereka setelah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum tidak
hanya terletak pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada aspek pemulihan dan
pengembalian hak-hak masyarakat.
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Namun, beberapa keputusan yang berbasis restorative justice menunjukkan kemanfaatan yang
lebih besar dalam jangka panjang. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak
atau pelaku dengan kebutuhan khusus, pengadilan seringkali memilih pendekatan rehabilitatif
yang lebih bermanfaat bagi masa depan pelaku dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya
memperhatikan sisi hukumnya, tetapi juga mengutamakan pemulihan sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kemanfaatan hukum, tidak semua
elemen masyarakat merasa mendapatkan manfaat yang setimpal dengan hak-hak yang mereka
perjuangkan. Banyak masyarakat yang merasa bahwa proses peradilan yang ada lebih cenderung
berfokus pada pencapaian kepastian hukum, namun kurang memperhatikan dampak sosialnya.
Hal ini menciptakan ketidakpuasan yang dapat merusak legitimasi sistem hukum itu sendiri.

Karena itu, untuk meningkatkan kemanfaatan hukum, perlu adanya pendekatan yang lebih
inklusif dalam peradilan, yang tidak hanya mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung
dalam perkara, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat luas. Salah satu contoh penerapan
kemanfaatan hukum adalah dengan memperkenalkan sistem hukum yang lebih berbasis pada
mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dapat mengurangi beban pengadilan
dan menghasilkan solusi yang lebih baik bagi semua pihak. Tentu saja, kemanfaatan hukum juga
dapat tercermin dari efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, apakah keputusan tersebut
benar-benar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh pihak yang terlibat. Dalam
banyak kasus, walaupun pengadilan mengeluarkan putusan yang adil, tidak jarang keputusan
tersebut gagal dilaksanakan, sehingga menurunkan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam proses
peradilan, seperti organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil
oleh pengadilan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak, bukan hanya sekedar
menjalankan prosedur hukum. Dalam hal ini, kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat,
dan lembaga peradilan menjadi sangat krusial. Kemanfaatan hukum juga harus dilihat dalam
konteks jangka panjang, yang mencakup pembangunan sistem hukum yang berkelanjutan dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prinsip kemanfaatan hukum dalam
reformasi peradilan Indonesia harus dapat mengakomodasi perubahan sosial yang dinamis dan
memastikan bahwa hukum dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan
masyarakat.

Menyusun Arah Reformasi Peradilan Indonesia ke Depan

Setelah menganalisis penerapan prinsip-prinsip  keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum dalam praktik peradilan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masih banyak
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai sistem peradilan yang ideal (Made et al.,
2019). Arah reformasi peradilan ke depan harus fokus pada penguatan integritas lembaga
peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyesuaian regulasi yang lebih
responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah
dengan mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai
kemanusiaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak
hanya berpihak pada formalitas, tetapi juga pada konteks sosial yang berkembang. Reformasi ini
membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga peradilan, maupun
masyarakat. Selain itu, peran teknologi informasi dalam sistem peradilan harus dimaksimalkan.
Dengan penggunaan teknologi, proses peradilan dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan
akuntabel. Pemanfaatan sistem manajemen perkara digital, misalnya, dapat membantu
mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dapat diakses secara
luas oleh publik.

Tak kalah penting adalah reformasi kelembagaan dalam sistem peradilan. Reformasi ini
tidak hanya terkait dengan pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan
peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor peradilan. Pelatthan dan pendidikan bagi
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hakim dan aparat penegak hukum harus terus ditingkatkan agar mereka mampu menghadapi
tantangan yang semakin kompleks dalam praktik peradilan. Selain itu, untuk mencapai tujuan
reformasi yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan berbasis penelitian dan evaluasi yang terus
menerus. Proses reformasi peradilan yang dilakukan harus didasarkan pada data dan informasi
yang valid, serta terus dievaluasi untuk menilai keberhasilannya. Dengan demikian, sistem
peradilan Indonesia akan terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan sosial dan hukum
yang terjadi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem
peradilan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar
hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Meskipun sistem hukum
Indonesia telah memiliki regulasi yang jelas, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut
masih sering terhambat oleh ketimpangan dalam akses keadilan, perbedaan interpretasi hukum,
serta kendala sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan pengadilan.

Prinsip keadilan sering kali terhalang oleh ketidakmampuan sistem hukum dalam
menciptakan keputusan yang merata dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Beberapa
keputusan pengadilan meskipun sah secara hukum, namun tidak mencerminkan keadilan
substantif bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif
dalam penerapan hukum, yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan nilai sosial dalam setiap
putusan pengadilan.

Kepastian hukum di Indonesia juga masih jauh dari ideal, meskipun sudah ada upaya untuk
meningkatkan keseragaman keputusan melalui Mahkamah Agung dan penggunaan teknologi
digital dalam proses peradilan. Namun, ketidakpastian tetap menjadi masalah yang signifikan
dalam masyarakat, mengingat adanya perbedaan interpretasi antara hakim serta kelemahan dalam
implementasi kebijakan di tingkat pengadilan bawah. Reformasi yang menyeluruh, termasuk
peningkatan kapasitas hakim dan penggunaan teknologi untuk transparansi, menjadi kunci untuk
mencapal kepastian hukum yang lebih baik.

Kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan Indonesia masih sering dipertanyakan.
Keputusan pengadilan, meskipun dapat mencapai kepastian hukum, seringkali tidak memberikan
dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk lebih
memperhatikan efek sosial dan rehabilitatif dari putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang
melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Pendekatan
berbasis restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan kemanfaatan
hukum yang lebih luas dan inklusif.

Akhirnya, reformasi sistem peradilan Indonesia ke depan harus melibatkan perubahan yang
signifikan dalam hal kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas hakim,
pembaruan regulasi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi
proses hukum menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, pasti,
dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem
peradilan Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang.
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